


Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Menteri  Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan
Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016
tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris
Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Periode 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan
Perguruan Tinggi Swasta;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan
Penyusunan Instrumen Akreditasi;

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan
Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan
Perguruan Tinggi Swasta;

Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi No. 658 /BAN-PT/LL/2018
tertanggal 22 Maret 2018 Perihal Penyampaian
Instrumen APT dan Matriks Penilaian Instrumen
Akreditasi dalam rangka Penggabungan dan
Penyatuan PTS

MEMUTUSKAN

PERATURAN BADAN  AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN  TINGGI TENTANG INSTRUMEN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PERGURUAN
TINGGI SWASTA YANG MELAHIRKAN PERGURUAN
TINGGI BARU DAN/ATAU PERUBAHAN BENTUK
PERGURUAN TINGGI.



Pasal 1

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Penggabungan atau
Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta yang Melahirkan Perguruan Tinggi
Baru dan/atau Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2018

MAJELIS AKREDITAY LV
v oy



